
PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS
KOMISI KEJAKSAAN RI
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TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KOMISI KEJAKSAAN RI

Maksud :

sebagai acuan bagi para pejabat dan pegawai

dalam penyusunan dan pengelolaan Naskah Dinas

di Komisi Kejaksaan dan Sekretariat Komisi

Kejaksaan

Tujuan :

menciptakan keseragaman dalam hal penyusunan

dan pengelolaan Naskah Dinas, sehingga dapat

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi dari Komisi Kejaksaan dan Sekretariat Komisi

Kejaksaan
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Fasilitasi Penyusunan
Tata Naskah Dinas di 

Komjak

28 Agustus 

2020
Fasilitasi

penyelarasan
penggunaan kop 

naskah dinas

6 Oktober 

2020

Fasilitasi akhir
penyelarasan pedoman

tata naskah dinas di 
Komjak

7 Oktober

2020
17 Maret 

2021
Penyerahan Dokumen Tata 
Naskah Dinas Komjak hasil 

Fasilitasi
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Naskah Dinas Arahan
1.Naskah Dinas Pengaturan (Pedoman, SOP, Surat

Edaran)
2.Naskah Dinas Penetapan (melalui mekanisme Layanan

Hukum pada Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan
Kelembagaan di Kemenko Polhukam)

3.Naskah Dinas Penugasan (Surat Tugas, Surat Perintah,
dan Surat Pendelegasian Tugas)

Naskah Dinas Korespondensi
1.Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas,

Lembar Catatan, dan Surat Undangan Intern)
2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas, Surat

Undangan Ekstern)

Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas, terdiri dari :
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Naskah Dinas Khusus
1.Surat Perjanian(Surat Perjanjian Dalam dan Luar

Negeri)
2.Surat Kuasa
3.Berita Acara
4.Surat Keterangan
5.Surat Pengantar
6.Pengumuman

Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas, terdiri dari :

Laporan

Telaahan Staf

Notula

Naskah Audiensi

Risalah Audiensi

Formulir
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Naskah Dinas Pedoman
 Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan terkait di bidang

pelaksanaan tugas dan fungsi dari komisioner

 Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani pedoman

adalah Ketua Komisi Kejaksaan RI



Te
n

ta
n

g
T
im

e
li
n

e

N
a
sk

a
h

D
in

a
s

P
e
n

o
m

o
ra

n

Lo
g
o

H
u

ru
f

&
 K

e
rt

a
s

Naskah Dinas Standar Operasional Prosedur

 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi

tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana, kapan harus

dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan

 Tata cara penyusunan SOP di Komisi Kejaksaan RI diatur secara 

teknis dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kemenko 

Polhukam
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Naskah Dinas Surat Edaran
 Surat edaran adalah Naskah Dinas yang bersifat mengatur hal-hal tertentu

yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan

 Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang

menetapkan dan menandatangani surat edaran adalah Ketua/Sekretaris

Komisi Kejaksaan RI, pejabat pimpinan tinggi pratama, sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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Naskah Dinas “Surat Tugas dan/atau Surat Perintah”

 Surat perintah adalah Naskah Dinas dari Ketua/Sekretaris Komisi

Kejaksaan RI, atau pejabat pimpinan tinggi pratama kepada

seseorang dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai yang berisi

perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu

tertentu dan bersifat mendesak di lingkungan Komisi Kejaksaan RI

 Surat tugas adalah Naskah Dinas dari Ketua/Sekretaris, atau pejabat

pimpinan tinggi pratama kepada seseorang dan/atau beberapa orang 

pejabat/pegawai yang berisi penugasan untuk melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi

Kejaksaan RI

 Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang 

berwenang menandatangani Surat Tugas dan/atau Surat Perintah

serendah-rendahnya adalah pejabat pimpinan tinggi pratama

berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya



Te
n

ta
n

g
T
im

e
li
n

e

N
a
sk

a
h

D
in

a
s

P
e
n

o
m

o
ra

n

Lo
g
o

H
u

ru
f

&
 K

e
rt

a
s

Naskah Dinas “Surat Tugas dan/atau Surat Perintah”
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Naskah Dinas “Nota Dinas”
 Nota dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya guna menyampaikan laporan, 

pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat

yang setara atau lebih tinggi. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin

dan/atau hal lain sesuai dengan kebutuhan

 Nota dinas dibuat oleh pejabat di lingkungan Komisi Kejaksaan RI sesuai

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
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Naskah Dinas “Lembar Catatan”

 Lembar Catatan (Disposisi) adalah petunjuk tertulis mengenai tindak

lanjut/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada 

lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar

disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk
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Naskah Dinas “Surat Undangan Intern/Ekstern”

 Surat undangan ekstern adalah surat dinas yang memuat

undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti

rapat, upacara, dan pertemuan

 Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat

undangan kepada pejabat dan/atau pegawai intern di 

lingkungan Komisi Kejaksaan RI untuk menghadiri suatu acara 

kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan

 Surat undangan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi

pratama sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung

jawabnya



Te
n

ta
n

g
T
im

e
li
n

e

N
a
sk

a
h

D
in

a
s

P
e
n

o
m

o
ra

n

Lo
g
o

H
u

ru
f

&
 K

e
rt

a
s

Naskah Dinas “Surat Undangan Intern/Ekstern”
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Naskah Dinas “Surat Dinas”

 Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak

lain di luar lingkungan Komisi Kejaksaan RI

 Surat dinas ditandatangani serendah-rendahnya adalah pejabat

pimpinan tinggi pratama berdasarkan lingkup tugas, wewenang, 

dan tanggung jawa
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Naskah Dinas “Naskah Audiensi”

 Naskah audiensi adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi dalam

persidangan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendukung

penyelenggaraan persidangan tingkat kementerian/lembaga, tingkat

pratama, dan lintas koordinasi

 Naskah audiensi ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, 

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya
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Naskah Dinas “Risalah Audiensi”
 Risalah Audiensi adalah catatan resmi mengenai hal-hal yang telah

dibicarakan dan disepakati dalam rapat tingkat kementerian/lembaga atau

rapat tingkat pimpinan tinggi pratama yang disampaikan kepada peserta

rapat/instansi terkait untuk ditindaklanjuti

 Risalah Audiensi ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Kejaksaan sesuai

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya
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Kewenangan Penandatanganan



Te
n

ta
n

g
T
im

e
li
n

e

N
a
sk

a
h

D
in

a
s

P
e
n

o
m

o
ra

n

Lo
g
o

H
u

ru
f

&
 K

e
rt

a
s

Pedoman
Nomor …… Tahun …..

Tentang
…………………….

Surat Edaran

Nomor …… Tahun …..

Tentang
…………………….

SURAT TUGAS/PERINTAH

NOMOR …/KKA/Bulan/Tahun

NOTA DINAS

NOMOR …/KKA/Bulan/Tahun

Surat Undangan

UN- …./KKA/Bulan/Tahun

Surat Dinas

Nomor: (B/R/SR/T)- …./KKA/Bulan/Tahun



Te
n

ta
n

g
T
im

e
li
n

e
N

a
sk

a
h

D
in

a
s

P
e
n

o
m

o
ra

n

Lo
g
o

H
u

ru
f

&
 K

e
rt

a
s

Kop Naskah Dinas Instansi (Komisi Kejaksaan)
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Kop Naskah Dinas Instansi (SetKomjak)
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Cap Naskah Dinas Instansi
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• Jenis huruf yang digunakan untuk Naskah Dinas Arahan

(Naskah Dinas Pengaturan, Naskah Dinas Penetapan, Naskah

Dinas Penugasan) adalah bookman old style 12

• Jenis Naskah Dinas lainnya (Naskah Dinas Korespondensi,

Naskah Dinas Khusus, Laporan, Notula, Naskah Persidangan,

Risalah Persidangan, dan Telaahan Staf) menggunakan arial

12

• Naskah Dinas Arahan menggunakan kertas F4

• Naskah Dinas Korespondensi menggunakan kertas A4

• Naskah Dinas Khusus, Laporan, dan Telaahan Staf menggunakan

kertas A4



TERIMA KASIH


